
 
 

 
 
 

BUPATI PAKPAK BHARAT 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
  

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
      NOMOR 8 TAHUN 20222019 

  
TENTANG 

  

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

  

Menimbang 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Mengingat 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan UKPBJ memiliki 

fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 

Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan 
Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dibentuk Peraturan 
Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit 
Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 

Pakpak Bharat sehingga Peraturan Bupati Nomor 61 
Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat 
perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati 

Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat. 
 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor   5887) sebagaimana   telah   
diubah   dengan Peraturan   Pemerintah   Nomor   72   

Tahun   2019 tentang    Perubahan    atas    Peraturan    
Pemerintah Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  
Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2019 Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan 
Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi    dan    

Kabupaten/Kota (Berita    Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1543); 

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147); 
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kode Etik 

Penyelenggaraan Pelayanan Jasa pada Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pakpak Bharat 
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 

Nomor 6); 
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11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 

Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat Nomor 34); 

12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 60). 
 

MEMUTUSKAN:  

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN PAKPAK BHARAT.  
 

Pasal 1 

 

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat Tahun 2017 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak 
Bharat.  

 
  

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 28 Maret 2022 

        2019       BUPATI PAKPAK BHARAT,  

 
                  ttd  

 
FRANC BERNHARD TUMANGGOR 

 
 

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 28 Maret 2022                                 
Pj. SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,  

  
         ttd 

 
JALAN BERUTU 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 8 
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